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ABSTRAK 
 
Dima Adinsa (B11110322), Penyadapan Alat Telekomunikasi 
Presiden Republik Indonesia oleh Pemerintah Australia Ditinjau dari 
Hukum Internasional. Dibimbing oleh S.M Noor dan Iin Karita 
Sakharina. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum 
internasional terhadap penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia 
kepada Presiden Republik Indonesia serta dampak yang ditimbulkan dari 
penyadapan terhadap hubungan diplomatik kedua negara. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kementrian Luar Negeri 
Republik Indonesia dengan mengumpulkan beberapa data terkait dan 
wawancara dengan orang-orang yang memiliki kompetensi terkait 
penelitian ini. Selain itu dilakukan juga penelitian kepustakaan melalui 
buku-buku, jurnal, koran, dan sumber-sumber bacaan terkait kemudian 
dianalisis secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyadapan yang 
dilakukan Australia kepada Presiden Republik Indonesia tidak diatur 
tegas dalam hukum internasional pada umumnya dan dipandang 
sebagai perbuatan yang tidak ilegal,  namun secara khusus Australia 
telah mencederai ketentuan dalam Perjanjian Lombok, terlebih 
penyadapan merupakan sebuah tindakan yang tidak bersahabat dan 
tidak seharusnya dilakukan diantara ‘teman’ (an unfriendly act and an act 
unbecoming among ‘friends’). Jalur penyelesaiannya bukan melalui jalur 
hukum akan tetapi lebih tepatnya melalui jalur diplomatik (diplomatic 
channel). Adapun dampak yang ditimbulkan dari penyadapan yang 
dilakukan pemerintah Australia tentunya sangat besar bagi hubungan 
diplomatik Indonesia-Australia. Dampak yang paling nyata adalah 
berkurangnya rasa percaya Indonesia terhadap Australia, hal tersebut 
ditunjukkan dengan menarik kembali duta besar Indonesia untuk 
Australia dari Canberra. Dampak lain yang ditimbulkan dari penyadapan 
tersebut adalah penghentian sementara yang diikuti dengan peninjauan 
kembali kerja sama intelijen dan militer antara Indonesia dan Australia. 
tidak hanya dampak negatif yang ditimbulkan isu penyadapan ini namun 
adapula dampak positifnya yakni mendorong kedua negara yaitu 
Indonesia dan Australia untuk menyusun kode etik bersama dalam 
melakukan hubungan internasional yang lebih menjamin kepastian 
hukum dari segala tindakan di luar dari kode etik tersebut. 
 
 
Kata Kunci: Penyadapan, Indonesia, Australia 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A.              Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup tanpa 
manusia yang lainnya, karena tidak dapat hidup tanpa manusia lainnya 
manusia tentunya akan menjalin hubungan dengan sesama manusia dan 
akan membentuk sebuah kelompok atau komunitas. Dari kelompok atau 
komunitas tersebut lahirlah pemikiran terbentuknya sebuah negara. Di 
mana negara merupakan organisasi sosial berdasarkan wilayah tertentu 
dengan tujuan untuk membangun, memelihara dan mempertahankan 
nilai-nilai kondisi sosial dasar khususnya keamanan, kebebasan, 
ketertiban, keadilan dan kesejahteraan.1   
Negara tidak jauh berbeda dengan manusia sebagai individu. 
Negara juga tak dapat hidup sendiri dan membutuhkan negara lain untuk 
mencapai tujuannya. Maka lahirlah keinginan untuk melakukan 
hubungan antar negara yang lazimnya kita sebut dengan hubungan 
internasional (international relations).2  
Semenjak lahirnya negara-negara berdaulat di dunia banyak 
perkembangan yang terjadi pada prinsip-prinsip hubungan internasional 
(international relations), hukum internasional (internasional law) dan 
                                                          
1 Robert Jackson, Georg Sorensen, 2005, Introduction to International Relations, terj,Dadan 
Suryadiputra, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.11. 
2 Makalah Sejarah Hubungan Internasional, lihat 
http://atawolotopo.blogspot.com/2013/01/makalah-sejarah-hubungan-internasional.html 
diakses tgl 17/2/2014 
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diplomasi (diplomacy).3 Dalam praktiknya hubungan antar negara ini 
diwakili oleh perwakilan-perwakilannya. Hampir semua negara pada saat 
ini diwakili di wilayah-wilayah asing oleh perutusan-perutusan diplomatik 
(diplomatic envoys) dan stafnya.4  
Perutusan-perutusan diplomatik (diplomatic envoys) dari suatu 
negara dikirim untuk melakukan perundingan-perundingan dengan 
membawa suatu misi yang berhubungan erat dengan kepentingan dari 
negara pengirim tersebut. Metode atau cara yang digunakan para 
perutusan-perutusan diplomatik (diplomatic envoys) dalam berunding 
dengan negara lain disebut dengan diplomasi (diplomacy).5 
Pengiriman perutusan-perutusan diplomatik (diplomatic 
envoys) tidak langsung terjadi begitu saja. Hal tersebut telah melalui 
sejarah yang sangat panjang. Pada awalnya perutusan tersebut hanya 
dikirim untuk tugas tertentu dan langsung kembali ke negaranya sesaat 
setelah tugasnya selesai. Pada abad ke XV muncul ide tentang 
menempatkan perwakilan tetap di suatu negara, meskipun sang diplomat 
masih harus kembali ke negaranya sesaat setelah tugasnya selesai 
namun kantor perwakilannya tetap berada di negara penerima. Praktik ini 
mulai diterapkan di city-state italia.6 Namun, sesungguhnya secara 
umum munculnya misi-misi diplomatik modern baru mulai sejak abad 
                                                          
3 Boer Mauna, 2013, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era  Dinamika 
Global, Bandung: Penerbit P.T. Alumni, hlm 510. 
4 J.G Starke, 2001, Introduction to International Law, terj, Bambang iriana Djajaatmadja, Jakarta: 
Sinar Grafika, hlm.563. 
5 Ibid, hlm 563. 
6 Prof. Dr. Boer Mauna, op.cit., hlm.511 
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XVII. Hal ini berkembang di negara-negara Eropa pada pertengahan 
abad ke XVII setelah Treaty of Westphalia pada tahun 1648.7  
Perkembangan hubungan diplomatik sejak konferensi Wina 
1815 menjadi titik awal munculnya pemikiran bahwa hubungan ini perlu 
suatu kodifikasi baru dan yang lebih luas. Akhirnya pada tahun 1961, 
tepatnya tanggal 18 April 1961 terciptalah sebuah payung hukum dalam 
menjalankan hubungan diplomatik yakni Konvensi Wina tentang 
hubungan-hubungan Diplomatik (Vienna Convention on Diplomatic 
Relations) atau lebih dikenal dengan Konvensi Wina 1961. Meski 
demikian hukum kebiasaan internasional masih tetap mengatur masalah-
masalah yang tidak diatur secara tegas oleh Konvensi Wina 1961. 
Konvensi ini baru berlaku secara efektif pada tanggal 24 April 1964.8  
Sejak Juni 2013 sudah terdaftar 189 negara9 yang telah 
menjadi bagian dari konvensi ini dengan meratifikasinya ke dalam hukum 
nasionalnya masing-masing termasuk Indonesia. Indonesia sendiri telah 
meratifikasi konvensi ini sejak tahun 1982 saat kepemimpinan Presiden 
Soeharto saat itu. Ratifikasi konvensi ini tertuang dalam Undang-Undang 
Nomor 1 tahun 1982, selain Konvensi Wina 1961, Indonesia juga 
meratifikasi protokol opsional dari konvensi ini.10 
                                                          
7 Ibid, hlm 511. 
8 Artikel Vienna Convention on Diplomatic Relations oleh Wikipedia, lihat 
http://en.wikipedia.org/wiki/Vienna_Convention_on_Diplomatic_Relations, diakses tgl. 
17/02/2014.  
9 Ibid. 
10 Baca UU No.1/1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik 
Beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention 
on Diplomatic Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations 
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Republik Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat juga ikut 
turut serta dalam praktik hubungan internasional. Sejak jaman kerajaan 
Sriwijaya dan Majapahit11 yang saat itu sangat berpengaruh di kawasan 
Asia tenggara sudah mengenal praktik hubungan internasional yakni 
perdagangan. namun perkembangan hubungan internasional Indonesia 
barulah terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 
Perkembangan tersebut ditandai dengan pengakuan-pengakuan negara 
lain atas kemerdekaan Indonesia, turut sertanya Indonesia dalam 
Perserikatan Bangsa-bangsa, keikutsertaan Indonesia dalam organisasi 
regional di kawasan Asia tenggara yang dikenal dengan ASEAN 
(Association of Shoutheast Asian Nations), serta partisipasi Indonesia 
dalam kegiatan-kegiatan internasional lainnya.12 
Sebagai negara yang berdaulat Indonesia bebas menentukan 
nasibnya sendiri, termasuk bebas melakukan hubungan diplomatik 
dengan negara manapun. Salah satu negara yang menjalin hubungan 
diplomatik dengan Indonesia adalah Australia. Australia merupakan 
negara yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan laut 
Indonesia di sebelah selatan. Letak geografis inilah yang menjadi salah 
satu faktor utama mengapa Indonesia dan Australia menjalin hubungan 
                                                                                                                                                               
Concerning Acquisition of Nationality,1961) Dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan 
Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna 
Convention on Consular Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Consular 
Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963)  
11 Kerajaan-kerajaan besar yang terletak di wilayah sumatera dan jawa kini. 
12 Sejarah Hubungan Internasional di Asia Tenggara, Lihat 
http://masniam.wordpress.com/2009/03/26/sejarah-hubungan-internasional-di-asia-tenggara/ 
diakses tgl 17/2/2014 
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diplomatik, baik itu di bidang politik, ekonomi, keamanan, pendidikan, 
sosial dan budaya.13  
Dalam menjalin hubungan diplomatik dengan Australia, 
banyak hambatan-hambatan yang membuat keharmonisan hubungan 
kedua negara pasang-surut. Seringkali Australia ikut campur dalam 
masalah Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu saat konfrontasi 
Indonesia dan Malaysia, saat pelepasan Timor-Timur yang kini menjadi 
Timor Leste, dan pembiaran masuknya pelarian Organisasi Papua 
Merdeka (OPM) ke wilayah Australia.14 
Isu yang cukup hangat yakni tentang penyadapan yang 
dilakukan badan intelijen Australia terhadap Presiden Republik Indonesia 
dan beberapa pejabat tinggi negara yang lain. Berikut kronologis dari 
kasus ini secara kasar, operasi penyadapan oleh badan intelijen 
Australia terhadap sejumlah pejabat tinggi dan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono terbongkar, operasi spionase tersebut dibocorkan Edward 
Snowden, mantan analis Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat 
alias NSA (National Security Agency) yang kemudian membelot. 
Dokumen Snowden membeberkan penyadapan terhadap Presiden 
Republik Indonesia dan lingkar istana kePresidenan. Data yang 
dibocorkan merupakan penyadapan selama 15 (lima belas) hari pada 
bulan Agustus 2009. Ketika itu, Australia dipimpin oleh perdana menteri 
                                                          
13 Hubungan Australia-Indonesia, Lihat http://wwwsejarah-
agustinus.blogspot.com/2010/04/hubungan-australia-indonesia.html diakses tgl 17/2/2014 
14 Hubungan Australia-Indonesia, wikipedia, 
http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_Australia_dengan_Indonesia, diakses tgl. 17/2/2014.  
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Kevin Rudd dari partai buruh15. Dijalankan oleh otoritas nasional 
penyadapan Australia, yaitu Australian Signals Directorate (ASD), 
program dengan sandi stateroom itu meliputi intersepsi radio, 
telekomunikasi, dan lalu lintas internet. Menurut Snowden, seperti yang 
dilansir Sydney Morning Herald, 31 Oktober lalu, stateroom bagian dari 
program kemitraan spionase “lima mata” antara Amerika Serikat, Inggris, 
Australia, Kanada, dan Selandia Baru. Disebutkan pula Australia 
memasang alat penyadap di kedutaan besar Australia di Jakarta.16 
Praktik spionase dalam hal ini penyadapan, sebenarnya telah 
lama dilakukan oleh aktor-aktor internasional hal ini selalu didasari 
kekhawatiran akan adanya gangguan kedaulatan sebuah negara 
terhadap negara lain khususnya negara-negara yang bertetangga atau 
negara yang sedang konflik seperti AS dan Uni soviet pada masa perang 
dingin. Penyadapan muncul bersamaan dengan perkembangan alat 
telekomunikasi dan informasi, yakni di awali dengan munculnya telegraf, 
telepon, dan jaringan internet saat ini. Keterlibatan alat-alat 
telekomunikasi dan informasi yang semakin lama semakin berkembang 
ini dimanfaatkan untuk kepentingan jaga-jaga, namun kenyataannya 
seringkali digunakan sebagai sarana untuk keuntungan dari sebuah 
negara.17 
 
 
                                                          
15 Sejak 1 Desember 2009 digantikan oleh Tonny Abbot. 
16 Majalah Tempo edisi 2-8 desember 2013, hlm.36 
17 Pemahaman Penulis dari berbagai artikel mengenai spionase 
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B.          Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan 
sebelumnya maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana hukum internasional memandang penyadapan 
terhadap alat telekomunikasi Presiden Republik Indonesia oleh 
pemerintah Australia ? 
2. Bagaimana dampak dari penyadapan terhadap hubungan 
diplomatik antara Indonesia dan Australia ? 
 
C.        Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.          Tujuan penelitian 
a. Untuk mengetahui pandangan hukum internasional terhadap 
penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia kepada 
Presiden Republik Indonesia 
b. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat penyadapan 
yang dilakukan pemerintah Australia kepada Presiden Republik 
Indonesia terhadap hubungan diplomatik kedua negara. 
 
 
2.             Manfaat Penelitian 
a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran 
dalam ilmu pengetahuan pada umumnya  dan ilmu hukum 
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internasional di bidang hukum diplomatik dan hubungan 
internasional. 
b. Diharapkan memberikan informasi kepada mahasiswa dan para 
akademisi dalam melakukan penelitian berikutnya terkait 
penelitian ini. 
c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menjadi sumber informasi 
yang bermanfaat untuk pengetahuan seputar hukum diplomatik 
dan hubungan internasional. 
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BAB II 
TINJUAN PUSTAKA 
 
A.          Hukum Internasional 
1.        Pengertian Hukum Internasional 
Secara umum hukum internasional dapat diartikan sebagai 
kaidah-kaidah yang mengikat dan mengatur hubungan antara negara-
negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat 
internasional. 
Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional 
(publik) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang 
mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara 
(hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.18 Dari pengertian 
hukum internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja tersebut dapat 
dikatakan lingkup hukum internasional tidak lagi hanya seputar negara 
dengan negara, namun terdapat pula unsur non-negara di dadalamnya. 
Secara terperinci pengertian hukum internasional juga 
dikemukakan oleh Shearer sebagaimana dikutip dari buku Sefriani:19 
“International law may be defined as that body of law which is 
composed for its greater part of the principles and rules of conduct 
                                                          
18 Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes, 2013, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: PT. 
Alumni, hlm.1 
19 Sefriani, 2012, Hukum Internasional: Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.3 
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which states feel themselves bound to observe, and therefore, do 
commonly observe in their relations with each other, and which 
includes also: 
1. the rules of law relating to the functioning of international 
institutions or organizations, their relations which each 
other, and their relations with states and individual, and 
2. the rules of law relating to individuals and non-states so far 
as the rights or duties of such individuals and non-states 
entities are the concern of the international community.” 
Definisi Shearer di atas menjelaskan bahwa hukum 
internasional mencakup aturan hukum yang mengikat antara subjek dari 
hukum internasional secara luas dalam hal ini termasuk organisasi 
internasional bahkan seorang individu. 
Selain shearer ada pula definisi yang dikemukakan oleh John 
O’brien, di mana O’brien mengatakan hukum internasional tidak lain 
merupakan sistem hukum antarnegara. Batasan O’brien mengenai 
hukum internasional ini berdasarkan pemikirannya yang menganggap 
negaralah aktor utama dari praktik hukum internasional. 
Sejalan dengan O’brien, pakar hukum dunia yang 
berpendapat sama dengan O’brien adalah Oppenheim dan Brierly 
11 
 
terbatas pada negara sebagai satu-satunya pelaku hukum internasional 
dan bahkan tidak memasukkan subjek-subjek hukum lainnya.20 
Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan praktik-praktik 
hubungan internasional serta bertambahnya jumlah negara-negara 
berdaulat pasca kolonialisasi negara eropa memaksa hukum 
internasional harus memayungi subjek yang lebih luas lagi seperti, 
organisasi internasional, kelompok-kelompok supranasional, kelompok-
kelompok pemberontak, bahkan individu yang memiliki kepentingan 
lintas negara. Meski demikian lahirnya subjek-subjek baru hukum 
internasional tidak melunturkan peran utama negara dalam sistem 
hukum internasional. 
Sifat dari hukum internasional berbeda dengan sifat hukum 
nasional menurut Prof. Charles Rousseau, seorang pakar hukum 
internasional Universite de Paris, mengatakan Sorbonne: alors que le 
droit interne est un droit de subordination, le droit internationalse 
presente comme un droit de coordination.21 Yang berarti bila hukum 
nasional merupakan hukum subordinasi, maka hukum internasional 
adalah hukum koordinasi. Subordinasi maksudnya ada hubungan tinggi-
rendah antara yang diperintah (rakyat) dan yang memerintah 
(pemerintah).22 Sedangkan koordinasi maksudnya hubungan 
                                                          
20 Boer Mauna, Op.cit., hlm. 1 
21 Ibid, hlm.3-4 
22 Sefriani,op.cit, hlm.4-5 
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internasional yang diatur hukum internasional dilandasi oleh kesamaan 
kedudukan antar subjek yang terlibat. 
Hukum Internasional adalah hukum yang sesungguhnya 
(really law) hal tersebut dikemukakan oleh Oppenheim, di mana hal 
tersebut dikemukakan berdasar kepada tiga syarat yakni23, pertama, 
adanya aturan hukum, adanya masyarakat, serta adanya jaminan 
pelaksanaan dari luar (external power). Syarat pertama dan kedua sudah 
sangat jelas terlihat dalam pergaulan internasional sehari-hari. 
Sedangkan syarat ketiga terefleksi dari sanksi-sanksi external dari 
hukum internasional yakni dapat berwujud sebagai tuntutan permintaan 
maaf (statisfaction), ganti rugi (compentation/pecuniary), serta pemulihan 
keadaan pada kondisi semula (repartition). Di samping itu ada sanksi 
yang wujudnya kekerasan seperti pemutusan hubungan diplomatik, 
embargo, pembalasan, hingga perang.24  
Hukum internasional dikatakan sebagai hukum dengan acuan 
beberapa bukti yang dikemukakan oleh Dixon, sebagai berikut:25 
1. Hukum internasional banyak dipraktikkan atau diterapkan oleh 
pejabat-pejabat luar negeri, pegawai asing (foreign officers), 
pengadilan nasional dan organisasi-organisasi internasional 
                                                          
23 Ibid, hlm. 8 
24 Ibid. 
25 Ibid, hlm. 9 
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2. Negara-negara yang melanggar hukum internasional dalam 
praktik tidak mengatakan bahwa mereka melanggar hukum 
karena Hukum internasional tidak mengikat mereka. Dalam 
praktik negara-negara tersebut senantiasa mencari argumen 
hukum untuk menjustifikasi apa yang mereka lakukan 
3. Mayoritas negara mematuhi hukum internasional 
4. Adanya lembaga-lembaga penyelesaian hukum seperti 
arbitase dan berbagai pengadilan internasional yang 
senantiasa menggunakan argumentasi-argumentasi hukum 
dalam penyelesaian sengketa yang ditanganinya 
5. Dalam praktik Hukum internasional dapat diterima dan 
diadaptasi ke dalam hukum nasional negara-negara. Tidak 
ada satu negara pun dalam membuat hukum nasionalnya 
tanpa melihat kaidah Hukum internasional yang ada.   
Kedua pakar di atas yakni Oppenheim dan Dixon sepakat 
bahwa hukum internasional itu adalah hukum yang sesungguhnya selain 
itu mereka juga sependapat bahwa hukum internasional itu adalah 
hukum yang lemah (weak law). Berikut pendapat Dixon mengenai hal 
tersebut:26  
... in comparison with national law, international law may be 
regarded as weak law, not because of its binding quality, but 
                                                          
26 Ibid, hlm. 11 
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because of its less organised approach to the problem of 
adjudication and enforcement... 
Lemahnya hukum internasioal bukan karena kekuatan 
mengikatnya melainkan mengenai kurang terorganisirnya masalah 
peradilan serta penegakan hukumnya.27 
Dari semua itu hukum internasional bertujuan tidak lain untuk 
menjaga agar ketertiban dan perdamaian dunia tetap harmonis. 
 
2.       Sumber Hukum Internasional 
Sumber hukum internasional dapat diartikan sederhana 
sebagai tempat ditemukannya hukum internasional itu sendiri. Tidak 
seperti hukum nasional, hukum internasional tidak dibentuk oleh sebuah 
lembaga legislatif seperti DPR di Indonesia. Satu-satunya organisasi 
internasional yang mempunyai peran seperti lembaga legislatif adalah 
PBB namun resolusi-resolusi yang dibentuknya tidak mengikat kecuali 
mengenai organisasi internasional itu sendiri. Meski PBB sering 
mengadakan konferensi-konferensi mengenai masalah tertentu namun 
hal tersebut tidak merumuskan law-making treaties.28 
                                                          
27 Ibid, hlm.12 
28 Boer Maulana, op.cit., hlm. 8 
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J.G starke membagi sumber-sumber hukum internasional 
sebagai berikut:29 
1. Kebiasaan 
2. Traktat 
3. Keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrasi 
4. Karya-karya hukum 
5. Keputusan atau ketetapan organ-organ/lembaga-lembaga 
internasional  
Lalu pada article 38 (1) statuta Mahkamah Internasional 
menetapkan bahwa sumber hukum internasional yang digunakan 
mahkamah dalam mengadili sebuah perkara yakni:30 
1. Perjanjian internasional (international conventions), baik yang 
bersifat umum maupun khusus 
2. Kebiasaan internasional (international custom) 
3. Prinsip-prinsip umum hukum (general principles of law) yang 
dilakukan oleh negara-negara beradab. 
4. Keputusan pengadilan (judicial decision) dan pendapat para 
ahli yang telah diakui  kepakarannya (teachings of the most 
qualified publicist) merupakan sumber tambahan hukum 
internasional. 
                                                          
29 Ibid, hlm.8 
30 Lihat statuta Mahkamah Internasional 
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Ada beberapa perbedaan pada sumber hukum internasional 
menurut Starke dan Mahkamah Internasional, yaitu sumber hukum 
internasional Starke memasukkan keputusan badan arbitrasi sedangkan 
Mahkamah Internasional tidak. Hal tersebut karena Mahkamah 
Internasional menganggap keputusan-keputusan badan arbitasi 
hanyalah pilihan hukum dan kesepakatan para pihak perjanjian saja. 
Lalu di sisi lain prinsip hukum umum dimasukkan dalam sumber hukum 
oleh Mahkamah Internasional karena dalam mengambil keputusan pada 
kasus yang belum di atur sebelumnya akan lebih mudah untuk 
melakukan penafsiran-penafsiran hukum. 
 
a.          Perjanjian Internasional 
Secara umum dan luas perjanjian internasional yang 
dalam bahasa Indonesia disebut juga persetujuan, traktat, 
ataupun konvensi, adalah kata sepakat antara dua atau lebih 
subyek hukum internasional mengenai suatu obyek atau masalah 
tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau 
melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum 
internasional.31  
                                                          
31 I Wayan Parthiana,2002,Hukum Perjanjian Internasional: Bagian 1, Bandung: Penerbit Mandar 
Maju, hlm.12 
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Adapun unsur-unsur perjanjian internasional 
berdasarkan pengertian di atas adalah sebagai berikut:32 
1. Kata sepakat 
2. Subyek-subyek hukum 
3. Berbentuk tertulis 
4. Obyek tertentu 
5. Tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional 
Secara tegas Konvensi Wina 1969 membatasi 
perjanjian internasional antar negara yakni pada Pasal 2 ayat (1) 
butir a yang berbunyi:33 
Treaty means an international agreement concluded between 
states in written form and governed by international law, 
wether embodied in a single instrument or in two or more 
related instruments and whatever its particular designation. 
Yang diartikan sebagai berikut, perjanjian artinya suatu 
persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara 
dalam bentukyang tertulis dan diatur oleh hukum internasional, 
baik yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau 
lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apapun 
juga namanya. 
                                                          
32 Ibid, hlm.14 
33 Ibid. hlm.14 
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Selain definisi perjanjian antar negara terdapat pula 
definisi perjanjian internasional yang melibatkan organisasi 
internasional sebagai subjeknya. Batasan ini tertuang dalam 
Konvensi Wina 1986 pada Pasal 2 ayat (1) butir a yakni;34 
Treaty means an international agreement governed by 
international law and concluded in written form: 
i. between one or more states and one or more 
international organizations; or 
ii. between international organizations, whether that 
agreement is embodied in a single instrument or in two 
or more related instruments and whatever its particular 
designation. 
Yang dapat diartikan sebagai berikut: 
Perjanjian berarti suatu persetujuan internasional yang 
diatur oleh hukum internasional dan dirumuskan dalam bentuk 
tertulis: 
i. antara satu atau lebih negara dan satu atau lebih 
organisasi internasional; atau 
ii. sesama organisasi internasional, baik persetujuan itu 
berupa satu instrumen atau lebih dari satu instrumen 
                                                          
34 Ibid, hlm.15 
19 
 
yang saling berkaitan dan tanpa memandang apapun 
namanya.   
Kedua definisi di atas masih sesuai dengan unsur yang 
sebelumnya dikemukakan yakni, kata sepakat, subjek-subjek 
hukum, berbentuk tertulis, objek tertentu, dan tunduk atau diatur 
oleh hukum internasional. 
 
b.       Hukum Kebiasaan Internasional 
Hukum kebiasaan bersumber dari praktik negara-
negara melalui sikap dan tindakan yang yang diambilnya terhadap 
suaru persoalan. Lalu bagaimana dengan hukum kebiasaan 
internasional. Hukum kebiasaan internasional tercipta ketika 
hukum kebiasaan tersebut di lakukan oleh banyak negara, 
sehingga  sifatnya akan universal. Satu unsur yang penting dalam 
hukum kebiasaan internasional adalah hal ini dilakukan secara 
konstan. 
Hukum kebiasaan internasional dinilai sangat fleksibel 
dari hukum tertulis. Karena hukum kebiasaan dapat berubah 
sesuai perkembangan kebutuhan internasional sedangkan hukum 
tertulis atau hukum positif harus melalui prosedur yang lama dan 
berbelit. 
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Beberapa contoh dari hukum kebiasaan internasional 
yang telah dikodifikasikan dalam konvensi yaitu konvensi-konvensi 
hubungan diplomatik, konsuler, konvensi-konvensi hukum laut 
tahun 1985, dan konvensi tentang hukum perjanjian internasional 
1969.35 
 
c.         Prinsip-prinsip Umum Hukum 
Sumber berikutnya dari hukum internasional adalah 
prinsip-prinsip umum hukum yang berlaku dalam seluruh atau 
sebagian besar hukum nasional negara-negara. Walaupun hukum 
nasional berbeda dari satu negara ke negara lain namun prinsip-
prinsip pokoknya tetap sama. Prinsip umum  dalam sistem hukum 
nasional dapat mengisi kekosongan pada kerangka hukum 
internasional. Prinsip-prinsip dalam hukum administrasi dan 
perdagangan, ganti rugi dan kontrak kerja diambil dari sistem 
nasional untuk mengatur kegiatan yang sama dalam kerangka 
hukum internasional.36 
 
 
 
                                                          
35 Boer Mauna, op.cit, hlm.11 
36 Ibid, hlm.11 
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d.          Keputusan-keputusan Peradilan 
Keputusan-keputusan peradilan memainkan peranan 
yang cukup penting dalam membentu pembentukan norma-norma 
baru hukum internasional. Keputusan-keputusan peradilan yang 
dimaksud adalah keputusan-keputusan dari Mahkamah 
Internasional37. Meski di sisi lain Starke berpendapat bahwa 
keputusan badan arbitrasi juga termasuk sumber hukum 
internasional. Namun, keduanya sama-sama mengacu pada kata 
kunci keputusan, artinya keputusan baik itu dari lembaga 
peradilan internasional atau badan arbitrasi mempunyai peranan 
yang penting dalam membentuk norma hukum baru, tetapi dengan 
syarat keputusan tersebut dapat diterima oleh negara-negara 
secara umum. 
Selain keputusan-keputusan peradilan adapula sumber 
hukum  yang berasal dari karya-karya tokoh kenamaan, maksud 
dari tokoh kenamaan adalah para pakar yang dianggap kompeten 
pada bidang tertentu yang mampu membantu pembentukan 
norma hukum baru. 
 
 
 
                                                          
37 Sumer hukum menurut statuta Mahkamah Internasional. 
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3.       Subjek Hukum Internasional 
Banyak pendapat mengenai subjek dari hukum internasional. 
Beberapa pakar berpendapat bahwa negara adalah satu-satunya subjek 
dari hukum internasional. Di sisi lain ada juga pakar yang berpendapat 
tidak hanya negara yang menjadi subjek hukum internasional. penulis 
sendiri sependapat dengan pendapat kedua yakni bukan hanya negara 
satu-satunya subjek dari hukum internasional. Meski dalam praktiknya 
negara merupakan aktor utama dalam pembentukan dan pelaksanaan 
hukum internasional. Namun, perkembangan pegaulan internasional dan 
ilmu pengetahuan memunculkan aktor-aktor baru dalam hukum 
internasional. 
Berikut subjek hukum internasional yang lazimnya di kenal saat ini: 
a. Negara 
b. Negara bagian 
c. Tahta Suci atau Vatikan 
d. Organisasi (Publik) internasional 
e. International Non Government Organizations (INGO) 
f. ICRC (International Commitee on The Red Cross) 
g. Organisasi pembebasan/ Bangsa yang memperjuangkan 
haknya (National Liberation Organization/Representative 
Organization) 
h. Belligerent 
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i. Transnational Corporation 
j. Individu (Natural Person) 
Namun, dalam hal ini penulis hanya menjabarkan beberapa 
subjek hukum internasional saja yang terkait dengan objek penelitian 
penulis. Subjek tersebut adalah negara, negara bagian, dan individu. 
a.          Negara 
Negara adalah subjek hukum internasional yang paling 
utama, serta memiliki kemampuan penuh (full capasity) untuk 
mengadakan atau untuk duduk sebagai pihak dalam suatu 
perjanjian internasional.Negara memiliki semua kecakapan 
hukum. suatu kesatuan dapat disebut sebagai negara ketika 
memiliki wilayah, penduduk tetap, pemerintahan dan kemampuan 
untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain.38 
Dalam menjalankan perannya sebagai subjek hukum 
internasional setiap negara tentunya harus mendapat pengakuan 
dari negara lain sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 
Kedaulatan negara memiliki hakikat dan fungsi dalam praktik 
hukum internasional. Kedaulatan merupakan kata yang sulit 
karena orang memberikan arti yang berlainan padanya. Menurut 
sejarah, asal kata kedaulatan yang dalam bahasa Inggris dikenal 
dengan istilah souvereignity berasal dari kata latin superanus 
                                                          
38 I Wayan Parthiana, op.cit, hlm. 19 
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berarti yang teratas. Negara dikatakan berdaulat atau 
souveregnity karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri 
hakiki negara. Bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat, 
dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi.39  
Meski dikatakan bahwa negara berdaulat memiliki arti 
negara memiliki kekuasaan tertinggi. Namun sebenarnya 
kedaulatan atau kekuasaan negara tersebut terbatas. Maksud dari 
terbatas adalah kekuasaan negara tersebut dibatasi oleh 
kedaulatan negara lainnya. Jadi, pengertian kedaulatan sebagai 
kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting dalam 
dirinya yaitu:40 
1) Kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah 
negara yang memiliki kekuasaan itu dan 
2) Kekuasaan itu berakhir di mana kekuasaan 
negara lain mulai.    
 
b.          Negara Bagian 
Negara bagian hanya terdapat dalam suatu negara 
yang berbentuk federasi atau disebut sebagai negara federasi. 
                                                          
39 Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes, op.cit, hlm. 16  
40 Ibid, hlm. 18 
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Dalam melakukan hubungan internasional ada dua model dari 
negara federal yaitu:41 
Pertama, adalah negara federal yang hubungan-
hubungan internasionalnya dilaksanakan oleh pemerintah negara 
federal, sedangkan pemerintah negara bagian hanya mengurus 
dan mengatur masalah-masalah dalam negeri, dan tidak berhak 
mengurus dan mengatur masalah-masalah internasional. Contoh 
negara dari model ini adalah Amerika Serikat, Australia, Malaysia, 
Canada, Nigeria, dan India. 
Model yang kedua, adalah negara federal yang 
memberikan hak-hak dan kewenangan kepada negara bagiannya, 
dalam batasan-batas tertentu untuk mengadakan hubungan-
hubungan internasional. Contoh dari model ini adalah Swiss, dan 
Uni soviet sebelum terpecah menjadi beberapa negara.42 
 
c.           Individu (Natural Person) 
Perdebatan antara para pakar mengenai status individu 
dalam hukum internasional sangatlah panjang. Pada awalnya 
individu hanya sekedar menjadi objek dalam hukum internasional. 
Namun pasca perang dunia hal tersebut perlahan-lahan terkikis. 
                                                          
41 I Wayan Partahiana, op.cit, hlm. 20 
42 Ibid. 
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Buktinya telah banyak bermunculan konvensi-konvensi 
menyangkut kepentingan individu dalam dunia internasional. 
Selain itu pada dasarnya individu merupakan satuan terkecil 
dalam hubungan internasional di mana negara menjadi wadah 
individu-individu tersebut dalam menjalani kehidupan 
internasional. Beberapa contoh konvensi yang berkaitan dengan 
kepentingan individu adalah ICPR dan ICSID.43 
 
B.                Hubungan Internasional   
1.        Pengertian Hubungan Internasional 
Definisi sederhana dari hubungan internasional adalah 
hubungan lintas negara. Lebih luasnya hubungan internasional adalah 
segala bentuk aktifitas masyarakat global atau dunia.44  
Negara-negara merdeka satu sama lain , paling tidak secara 
hukum memiliki kedaulatan. Tetapi hal tersebut tidak membuat mereka 
terasing atau terpisah satu sama lain. Bahkan sebaliknya mereka 
berdekatan dan saling mempengaruhi.45 Negara-negara tersebut 
tentunya mencari cara untuk menyelaraskan kedekatan tersebut. Cara 
                                                          
43 Ibid. 
44 Jill Steans, Lloyd Pettiford,2009,International Relations: Perspectives and themes,Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, hlm. 9 
45 Robert jackson, Georg Sorensen, op.cit, hlm. 2 
27 
 
atau mereka menjalin kedekatan itulah sehingga istilah hubungan 
internasional dikenal. 
Dalam praktiknya hubungan internasional mencakup politik 
global, ekonomi, sosial dan budaya. Namun, bagian terbesar dari 
hubungan internasional adalah mengenai politik global. 
Politik global yang dinamis, berkembang pesat sejalan dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai oleh 
manusia. Hubungan internasional klasik lebih menitik beratkan pada 
politik global ini. Di antaranya mengenai kebijakan luar negeri, hubungan 
diplomatik, serta perang. Meski demikian hubungan internasional sekali 
lagi tidak hanya sekedar mengenai politik tapi banyak aspek di 
dalamnya. 
Dalam studi hubungan internasional terdapat teori-teori 
mengenai politik global beberapa di antaranya adalah:46 
a. Realisme 
b. Neo-Realisme 
c. Liberalisme 
d. Neo-Liberalisme 
e. Marxisme 
f. Neomarxis 
g. Feminisme 
                                                          
46 Dari beberapa buku mengenai hubungan internasional pada umumnya. 
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h. Rasionalisme 
i. Teori Kritis 
j. Posmodernisme 
k. Politik Hijau 
Dari sekian banyak teori dalam hubungan internasional, 
penulis hanya menjabarkan beberapa teori yang paling berpengaruh 
dalam praktik hubungan internasional dalam pergaulan dunia secara 
global. Di antaranya yakni Realisme, Neorealisme, Liberalisme dan 
Neoliberalisme. 
 
a.          Realisme 
Paham realisme merupakan paham tertua dan paling 
berpengaruh dalam politik internasional. Realisme menitik 
beratkan kepada realita bukan kepada ideal-nya suatu keadaan 
global.47 Fokus utama dari teori ini adalah negara. 
Munculnya paham realisme sebenarnya telah ada 
semenjak manusia memulai membuat kelompok-kelompok. 
Namun, dalam perkembangannya Realisme baru dipahami 
sebagai suatu pandangan setelah pecahnya perang dunia ke II. Di 
mana adanya sikap pesimis dan skeptis dalam menatap 
                                                          
47Scott Burchill, Andrew Linklater,1996, Theories of International Relations, Terj. Sobirin, 
Bandung: Penerbitan Nusa Media, hlm. 92  
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kehidupan internasional yang damai. Sikap pesimis dan skeptis ini 
menyebabkan adanya hubungangan yang anarkhi48 antar negara. 
Kepentingan nasional negara akan selalu berada lebih tinggi dari 
pada kepentingan dunia.hingga mncul pemahaman bahwa negara 
diibaratkan sebagai seorang laki-laki yang fitrahnya itu egois 
danagresif serta akan mengejar kepentingan-kepentingan mereka 
sendiri tanpa menghiraukan orang lain.49  
Oleh karena pandangan tersebut maka, kaum realis 
berpendapat satu-satunya menyelesaikan masalah adalah dengan 
berperang. Perdamaian itu hanya sebuah utopia dari keinginan 
para negara-negara pemenang perang.  
 
b.         Neorealisme 
Paham Neorealisme lahir dari kritik tajam pada paham 
realisme, salah satu pakar yang mengkritik teori realisme adalah 
Kenneth N. Waltz. Waltz berpandangan tidak hanya sekedar 
kekuatan, dalam mencapai tujuannya suatu negara harus mampu 
mendistribusi kekuatannya ke wilayah eksternalnya sebagai upaya 
mempertahankan survival dan security nasionalnya. 
                                                          
48 Maksud dari anarkhi adalah ketiadaan pemerintahan dunia. 
49 Jill Steans, Lloyd Pettiford, op.cit, hlm. 46 
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Waltz membedakan realisme dan neorealisme kedalam 
empat poin besar, diantaranya adalah:50 
 Sistem internasional dengan struktur atau pola distribusi 
kekuatan yang bisa diidentifikasi 
 Pergeseran dalam hubungan kausal yang dijelaskan  
 Interpretasi yang baru tentang power atau kekuasaan 
 Perlakuan terhadap unit sistem yang berbeda. 
 
c.          Liberalisme  
Paham Liberalisme berakar pada individu, di mana 
individu ditambah berbagai macam kolektifitas individu merupakan 
fokus analisis: pertama dan yang paling utama negara, tetapi juga 
perusahaan, organisasi, dan asosiasi dari semua jenisnya.51 
Artinya individu adalah dasar dari subjek internasional lainnya. 
Kaum liberalisme memandang bukan hanya konflik 
yang terdapat dalam hubungan internasional tetapi termasuk juga 
adanya kerjasama di dalamnya. Berbeda dari kaum realisme, 
kaum liberalisme lebih bersikap optimis dalam menatap hubungan 
internasional antar negara. Dikatakatan optimis karena kaum 
liberalisme memahami bahwa ketika manusia menggunakan 
                                                          
50 Alekseius Jemadu, 2008, Politik Global dalam Teori dan Praktik, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.34 
51 Robert jackson, Georg Sorensen, op.cit, hlm. 176 
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akalnya, maka akan sampai padai pemikiran untuk menjalin 
kerjasama yang menguntungkan dan hal tersebut dapat 
mengakhiri perang dalam dunia internasional yang anarkhi. 
 
d.          Neoliberalisme 
Singkatnya Neoliberalisme merupakan pemikiran baru 
dari paham liberalisme. Paham ini berpandangan lebih bebas dari 
pada kaum libralisme. Di mana ekonomi mengambil peranan 
utama dalam mencapai tujuan negara.52 
 
2.        Hubungan Diplomatik Antarnegara 
Sampai dengan tahun 1815 ketentuan-ketentuan yang 
bertalian dengan hubungan diplomatik berasal dari hukum kebiasaan. 
Pada kongres Wina tahun 1815 raja-raja yang ikut dalam konferensi 
sepakat untuk mengkodifikasi hukum kebiasaan tersebut menjadi hukum 
tertulis.  Dan dalam konferensi itu melahirkan naskah mengenai hirarki 
diplomat yang dilengkapi dengan protokol Aix-La-Chapelle tanggal 21 
November 1818.53 Konferensi Wina tersebut pada dasarnya tidak 
melahirkan apa-apa, melainkan hanya mengkonversikan kebiasaan 
                                                          
52 Scott Burchill, Andrew Linklater, op.cit, hlm.74. 
53 Boer Mauna, op.cit, hlm.512 
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internasional mengenai hubungan diplomatik menjadi sebuah hukum 
tertulis.  
Sejarah itu berlanjut, hingga pada akhirnya sebuah kodifikasi 
mengenai hubungan diplomatik terbentuk. Pada tanggal 18 April 1961 
lahirlah sebuah konvensi yang hingga kini dijadikan sebagai pedoman 
dalam menjalankan kegiatan diplomatik. Konvensi itu adalah Vienna 
Convention on Diplomatic Relations 1961 atau lebih familiar dengan 
sebutan Konvensi Wina 1961. Terciptanya konvensi ini diikuti dengan 
lahirnya konvensi-konvensi lainnya terkait dengan hubungan 
internasional. 
Meski sebuah kodifikasi tentang hubungan diplomatik telah 
lahir. Hukum kebiasaan dalam praktik diplomatik tidak dapat 
dikesampingkan. 
Dalam praktik hubungan diplomatik setiap negara memiliki 
perutusan-perutusan diplomatik (diplomatic envoys). Seperti di jelaskan 
di atas pada konferensi Wina 1815 lahir hirarki diplomat. hirarki tersebut 
kemudian disesuaikan lalu dituangkan dalam Konvensi Wina 1961 pada 
pasal 14 sampai 18, menurut ketentuan ini , pimpinan perutusan 
diplomatik terbagi dalam tiga kelompok yaitu:54 
                                                          
54 J.G Starke,op.cit. hlm. 565 
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 Duta Besar (Ambassador) atau utusan diplomatik Paus 
(nuncios) yang diakreditasikan kepada kepala negara  dan 
pimpinan perutusan lainnya yang setingkat itu. 
 Duta, Minister dan internucious yang diakreditasikan kepada 
kepala negara 
 Kuasa Usaha (charges d’affaire) yang diakreditasikan kepada 
kepala negara. 
Kecuali dalam masalah pengutamaan dan tata cara, tidak ada 
perbedaan antara pimpinan misi karena alasan penggolongannya.  
Adapun urutan utusan diplomatik secara lengkap menurut 
kebiasaan praktik diplomatik Indonesia sesuai dengan apa yang tertuang 
dalam penjelasan pasal 33 UU no. 37 tahun 1999 adalah sebagai 
berikut:55 
 Duta Besar 
 Minister 
 Minister Counsellor 
 Counsellor 
 Sekretaris pertama 
 Sekretaris kedua 
 Sekretaris ketiga 
 Atase 
                                                          
55 Boer Mauna,op.cit, hlm. 526 
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Urutan di atas juga merujuk pada jenjang kepangkatan dan 
gelar diplomatik yang diatur dengan keputusan menteri. Hal ini sesuai 
dengan pasal 8 UU no.37 tahun 1999. Menteri luar Negeri dapat 
mengangkat pejabat dari departemen dan lembaga lain untuk 
melaksanakan tugas-tugas seperti atase-atase teknik tersebut di atas.56 
 
a.          Pembukaan dan Pemutusan Hubungan Diplomatik 
secara umum diakui bahwa setiap negara yang 
merdeka dan berdaulat mempunyai right of legation. Hak legasi ini 
ada yang aktif yaitu hak suatu negara untuk mengakreditasikan 
wakilnya ke negara lain dan hak legasi pasif yaitu kewajiban untuk 
menerima wakil-wakil negara asing. Hak legasi ini diterima oleh 
konvensi havana 1928. Seperti yang tertuan dalam pasal 1-nya. 
Namun, pada prektiknya kini hak legasi ini sudah tidak relevan lagi 
karena suatu negara berdaulat bebas menetukan untuk 
berhubungan dengan negara mana saja. Hal ini didukung oleh 
pernyataan seorang pakar hukum internasional asal perancis Prof 
Fauchille: tidak suatu negara pun yang diharuskan menerima duta 
besar negara lain. Itu adalah persoalan hubungan baik dan bukan 
masalah hukum. 
                                                          
56 Ibid. hlm 527 
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Jadi, untuk praktik hubungan diplomatik saat ini sudah 
tidak ada keharusan untuk membuka hubungan diplomatik dengan 
negara lain, serta tidak ada keharusan dalam menerima misi 
diplomatik asing di suatu negara. 
Mengenai pembukaan misi diplomatik, Konvensi Wina 
1961 telah menegaskan dengan jelas bahwa pembukaan 
hubungan diplomatik antara negara-negara dan perwakilan tetap 
diplomatik dilakukan atas dasar saling kesepakatan. Kesepakatan 
ini biasanya diumumkan dalam bentuk resmi seperti komunikasi 
bersama, perjanjian persahabatan, dan lain-lain.57 
Jika dijabarkan ada beberapa unsur penting dalam 
rumusan pasal 2 Konvensi Wina 1961 tersebut. Unsur yang 
dimaksud adalah adanya kesepakatan. Selain itu dalam rumusan 
tersebut membedakan atas membuka hubungan diplomatik dan 
membuka perwakilan tetap. Kedua hal tersebut ditulis dalam 
pemaknaan yang terpisah. 
Di Indonesia sendiri pembukaan hubungan diplomatik 
dan pembukaan kantor perwakilan diplomatik ditetapkan dengan 
keputusan Presiden .pada dasarnya pembukaan hubungan 
diplomatik secara umum dimulai dari pengakuan lalu diikuti 
dengan pembukaan hubungan diplomatik. 
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Sementara itu berakhirnya misi diplomatik seorang staf 
perwakilan tertuang pada Pasal 43 Konvensi Wina 1961:58  
The function of a diplomatic agent comes to an end, inter alia 
: (a) on notification by the sending State to the receiving 
State that the function of the diplomatic agent has come to 
an end;  
(b) on notification by the receiving State to the sending State 
that, in accordance with paragraph 2 of Article 9, it refuses 
to recognize the diplomatic agent as a member of the 
mission.  
Yang dapat diartikan sebagai berikut: 
Berakhirnya fungsi staff diplomatik, karena: 
a) Adanya pemberitahuan dari negara pengirim kepada 
negara penerima bahwa tugas dari pejabat diplomatik 
itu telah berakhir. 
b) Adanya pemberitahuan dari negara penerima kepada 
negara pengirim bahwa, sesuai dengan ayat 2 dari 
pasal 9 Konvensi, negara tersebut menolak untuk 
mengakui seorang pejabat diplomatik sebagai 
perwakilan. 
                                                          
58 Baca vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 
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Di sisi lain Starke juga mengemukakan poin-poin 
tentang berakhirnya misi diplomatik dapat berakhir dengan 
berbagai cara. Beberapa poin yang dimaksud adalah sebagai 
berikut:59 
 Penarikan kembali (recall) perutusan itu oleh negara 
yang mengirimnya. 
 Pemberitahuan oleh negara pengirim kepada negara 
penerima bahwa tugas perutusan itu telah berakhir. 
 Permintaan oleh negara penerima agar perutusan 
ditarik kembali (recalled) 
 Penyerahan paspor-paspor kepada perutusan dan 
stafnya serta keluarganya oleh negara yang menerima, 
seperti pada waktu pecah perang anatara negara 
pengirim dan penerima 
 Pemberitahuan oleh negara penerima kepada negara 
pengirim, jika perutusan itu dinyatakan persona non 
grata dan apabila ia tidak ditarik kembali atau tugasnya 
belum berakhir, bahwa negara penerima itu menolak 
mengakuinya lagi sebagai anggota misi 
 Tujuan misi tersebut telah terpenuhi 
 Berakhirnya masa berlaku surat-surat kepercayaan 
yang diberikan hanya untuk waktu yang terbatas. 
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Poin-poin Starke di atas berdasar pada ketentuan 
Konvensi Wina 1961. Di atas juga sempat disinggung mengenai 
persona non grata. Persona non grata adalah sebuah istilah yang 
digunakan sebagai ekspresi ketidakpercayaan suatu negara pada 
perwakilan diplomatik. Alasannya beragam yakni spionase, 
konspirasi, ancaman keamanan, penyalahgunaan hak-hak 
istimewa dan lain-lain. 
Pemutusan hubungan diplomatik merupakan suatu 
langkah terakhir yang dilakukan oleh negara setelah menemukan 
jalan buntu dalam penyelesaian masalah. 
 
b.          Tugas-tugas Perwakilan Diplomatik 
Tugas pokok seorang diplomat tidak lain adalah 
mewakili negaranya di negara akreditasi dan sebagai penghubung 
anatara pemerintah kedua negara. Secara detail hal mengenai 
tugas-tugas seorang diplomat dituangkan dalam Pasal 3 ayat 1 
Konvensi Wina 1961 seperti berikut:60 
The functions of a diplomatic mission consist inter alia in :  
(a) representing the sending State in the receiving State;  
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(b) protecting in the receiving State the interests of the 
sending State and of its nationals, within the limits 
permitted by international law;  
(c) negotiating with the Government of the receiving State;  
(d) ascertaining by all lawful means conditions and 
developments in the receiving State, and reporting 
thereon to the Government of the sending State;  
(e) promoting friendly relations between the sending State 
and the receiving State, and developing their economic, 
cultural and scientific relations.  
Yang dapat diartikan sebagai berikut: 
Tugas dari perwakilan diplomatik diantaranya: 
a) Mewakili negara pengirim di negara penerima 
b) Melindungi kepentingan negara pengirim dan  
kepentingan warga negaranya di negara penerima 
dalam batas-batas yang diperbolehkan hukum 
internasional 
c) Melakukan perundingan dengan pemerintah negara 
penerima  
d) Memperoleh kepastian dengan semua cara yang sah 
tentang keadaan dan perkembangan negara penerima 
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dan melaporkannya kepada pemerintah negara 
pengirim. 
e) Meningkatkan hubungan persahabatan antara negara 
pengirim dan negara penerima serta mengembangkan 
hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu 
pengetahuan. 
 
c.          Hak-hak Istimewa dan Kekebalan 
Hak-hak istimewa, privilage-privilage, dan kekebalan 
atau imunitas-imunitas dari perutusan diplomatik dan perwakilan 
tetap atau kedutaan juga disebutkan dalam Konvensi Wina 1961. 
Hak, privilage dan imunitas tersebut diberikan guna melancarkan 
fungsi misi diplomatik yang dijalankan perutusan diplomatik di 
negara penerima.  
Beberapa hak, privilage dan imunitas perutusan 
diplomatik dan perwakilan diplomatik adalah perutusan diplomatik 
menikmati pengecualian dari yurisdiksi perdata dan pidana 
setempat, perutusan diplomatik tidak dapat diganggu-gugat, 
kekebalan pada gedung kedutaan dan arsip-arsip serta dokumen-
dokumen kedutaan, pemberian fasilitas penuh dari negara 
penerima kepada perutusan diplomatik dalam menjalankan 
tugasnya, kebebasan bergerak dan melakukan perjalanan, 
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kebebasan berkomunikasi untuk segala tujuan dinas, 
pembebasan dari segala bentuk bea dan pajak, pembebasan dari 
ketentuan-ketentuan keamanan masyarakat, serta kebebasan dari 
kewajiban dinas dan kemiliteran. 
Hak-hak dan kekebalan ini juga berlaku untuk keluarga 
dan pembantu rumah tangga dalam lingkup kedutaan dan 
kediaman perutusan diplomatik. 
 
d.      Aturan-aturan Hukum Mengenai Hubungan Diplomatik 
Dari awal pembahasan pengenai hubungan diplomatik 
telah disebutkan beberapa aturan yang terkait mengenai 
hubungan diplomatik. Beberapa diantaranya adalah Konvensi 
Wina 1961 dan Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang 
Hubungan Luar Negeri. 
Dua aturan tersebut merupakan dasar yang digunakan 
oleh negara Indonesia dalam menjalankan praktik hubungan 
internasional khususnya mengenai pedoman dalam menjalankan 
misi-misi diplomatik di suatu negara. Meski kemudian muncul 
aturan-aturan lainnya. Namun, dalam praktiknya kedua aturan ini 
menjadi pedoman utama dalam melakukan hubungan diplomatik. 
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Konvensi Wina 1961 menjadi asal mula lahirnya 
hukum-hukum tertulis lain menyangkut hubungan diplomatik. 
Indonesia meratifikasi konvensi ini dengan Undang-Undang 
Nomor 1 tahun 1982. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1982 ini 
menjadi titik awal perumusan sejumlah regulasi-regulasi 
menegenai hubungan internasional secara nasional yang dimiliki 
Indonesia. 
 
C.                 Intelijen dan Aktivitas Intelijen 
1.       Pengertian Intelijen 
Untuk mengetahui definisi dari intelijen, sebelumnya simak 
sebuah kutipan dari sun tsu seorang ahli strategi dan perang dari china 
yang hidup sekitar 500 tahun SM.61 
“... siapa yang memahami dirinya sendiri dan diri lawan secara 
mendalam, berada di jalan kemenangan pada semua pertempuran. 
Siapa yang memahami diri sendiri, tetapi tidak memahami lawannya, 
hanya berpeluang sama besarnya untuk menang (dengan lawannya). 
Siapa yang tidak memahami dirinya sendiri maupun lawannya, berada 
pada jalan untuk hancur dalam semua pertempuran ... kenali musuh 
anda, kenali diri anda dan kemenangan diri anda akan lengkap ... saya 
                                                          
61 Ismantoro Dwi Yuwono, 2011, Kupas Tuntas Intelijen Negara dari A sampai Z, Yogyakarta: 
Penerbit Pustaka Yustisia, hlm. 17. 
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akan mampu meramalkan pihak mana yang akan menang dan pihak 
mana yang akan kalah ... dalam menilai sesuatu maka ada tiga faktor 
yang harus dianalisa yaitu faktor diri, faktor musuh, dan faktor lingkungan 
,,, “ 62 
Suatu negara dalam dunia global selalu dihadapkan berbagai 
macam isu, sebut saja terorisme dan isu-isu keamanan nasional lainnya. 
Demi menciptakan rasa aman dan membantu dalam mencapai tujuan 
nasionalnya sebuah negara biasanya membentuk sebuah badan yang 
disebut badan intelijen. 
Secara akademik, keamanan nasional dapat dipandang 
sebagai suatu konsep multidimensional yang memiliki empat dimensi 
yang saling berkaitan, yaitu dimensi keamanan nasional, dimensi 
keamanan dan  ketertiban masyarakat, dimensi keamanan dalam negeri 
dan dimensi pertahanan.63 
Badan intelijen ini dibentuk dengan alasan untuk menghindari 
terjadinya strategic surprise atau dadakan strategis. Definisi dari intelijen 
itu sendiri sangatlah beragam. Beberapa definisi dari intelijen adalah 
sebagai berikut: 
Secara etimologi istilah intelijen berasal dari kata berbahasa 
inggris intelligence yang artinya kecerdasan, jadi berangkat dari sini 
                                                          
62 Ibid 
63 Penjelasan atas UU 17/2011 tentang intelijen negara 
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dapatlah dikatakan bahwa seorang intelijen adalah seorang yang 
memiliki kecerdasan dalam mengolah, menganalisis dan menarik 
kesimpulan dari sebuah informasi. Sejalan dengan hal ini, Ali A. 
Wibisono dalam buku yang ditulisnya bersama Faisal Idris mengatakan 
bahwa intelijen merupakan produk yang dihasilkan dari pengumpulan, 
perangkaian, evaluasi, analisis, integrasi, dan interpretasi dari seluruh 
informasi yang berhasil dikumpulkan tentang keamanan nasional. 
Dengan kata lain, intelijen merupakan sari dari pengetahuan yang 
diproduksi oleh manusia.64  
Inteligence refers to information relevant to a government’s 
formulation and implementation of a policy to further its national security 
interests and to a deal with threats from actual or potential adversaries.65 
Definisi di atas dipahami sebagai produk yang dibutuhkan oleh 
para pembuat kebijakan keamanan nasional dalam mengatasi ancaman 
yang ada. Intelejen juga dapat dipahami berdasarkan unsur-unsurnya 
yang terdiri dari rangkaian sejumlah kegiatan yang berhubungan satu 
dengan yang lain.66 
Senada dengan definisi di atas menurut Schulsky dan Schmiit, 
Intelijen mengaju pada informasi yang relevan bagi formulasi dan 
implementasi kebijakan pemerintah untuk mengejar kepentingan-
                                                          
64 Ismantoro Dwi Yuwono, op.cit, hlm, 17  
65 Aleksius Jemadu, op.cit, hlm. 175 
66 Ibid, hlm. 175 
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kepentingan keamanan nasionalnya dan untuk menghadapi ancaman 
dari actual and potential adversaries.67 
Kata adversaries pada definisi di atas dapat berarti luas. Kata 
ini dapat dipahami sebagai negara lawan yang sedang melakukan 
hubungan diplomatik dengan suatu negara dalam hal ini sedang 
melakukan negoisasi. Pengaruh kepentingan tidak dapat dibendung, 
untuk melancarkan kepentingan tersebut biasanya memanfaatkan jasa 
intelijen. Adversaries juga dapat dipahami sebagai aktor-aktor 
transnasional non pemerintah yang ingin mengacaukan kestabilan 
nasional suatu negara. 
Dalam undang-undang juga dijelaskan mengenai definisi 
intelijen. Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang 
terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan 
keputusan berdasarkan analisis dari infonrmasi dan fakta yang terkumpul 
melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam 
rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman 
terhadap keamanan nasional.68 
 
 
                                                          
67 Ikrar Nusa Bhakti, Intelijen dan Keamanan Negara, hlm. 4-5 , di unduh dari situs resmi FISIP UI. 
68 Lihat UU 17/2011 
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Secara universal pengertian intelijen meliputi:69 
a. pengetahuan, yaitu informasi yang sudah diolah 
sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan 
keputusan 
b. organisasi, yaitu suatu badan yang digunakan sebagai 
wadah yang diberi tugas dan kewenangan untuk 
menyelenggarakan fungsi dan aktivitas intelijen 
c. aktivitas, yaitu semua usaha, pekerjaan, kegiatan, dan 
tindakan penyelenggaraan fungsi penyelidikan, 
pengamanan dan penggalangan. 
 
2.   Ruang Lingkup Intelijen 
 Ruang lingkup intelijen amat beragam. Hal ini di dasari pada 
pemahaman terhadap persoalan kemanan nasional. Karena inti dari 
kegiatan intelijen adalah melindungi suatu bangsa dari berbagai 
ancaman dan dilakukan oleh beragam organ intelijen seperti intelijen 
militer, intelijen domestik, intelijen kriminal/justisia, dan intelijen 
ekonomi.70 
 
 
 
                                                          
69 Lihat penjelasan UU 17/2011 
70 Ibid, hlm. 10 
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a.          Intelijen Militer 
Intelijen terkait dengan kekuatan militer apabila suatu 
bangsa sedang mengalami invansi atau akan diinvasi oleh 
kekuatan asing. Keamanan nasional menjadi fokus dalam 
kegiatan intelijen ini. Termasuk bagaimana mengalahkan atau 
mencegah invasi asing dan mengamankan dirinya dari situasi-
situasi ancaman semacam itu di kemudian hari. Meski dalam 
keadaan damai sekalipun kegiatan ini biasanya terus berlangsung. 
Hal tersebut karena adanya kekhawatiran di mana kekhawatiran 
ini merupakan cerminan dari paham realisme yang memandang 
bahwa setiap negara akan terus berpandangan pesimis pada 
hubungan internasional.71 
 
b.           Intelijen Domestik 
Tidak hanya datang dari luar negeri, ancaman 
keamanan nasional juga datang dari dalam negeri. Oleh karena itu 
untuk menjaga kestabilan nasional khususnya permasalah 
ancaman dari dalam negeri aktifitas intelijen juga mencakup 
kawasan domestik atau dalam negeri.72 
 
 
 
                                                          
71 ibid 
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c.          Intelijen dan Penegakan hukum 
Ancaman lain terhadap keamanan nasional juga dapat 
datang dari aktor-aktor transnasional yang tidak terkait dengan 
pemerintah asing. Aktor-aktor transnasional ini dapat berupa 
organisasi atau kelompok non pemerintah. Kegiatan organisasi 
non pemerintah yang biasanya jadi ancaman kestabilan nasional 
yakni terorisme, jaringan narkoba, jaringan human trafficking dan 
sebagainya.73 
 
d.           Intelijen dan Ekonomi 
Intelijen juga terkait dengan kegiatan ekonomi suatu 
negara. Hal ini tidak lepas dari aktivitas pencurian teknologi, data, 
dan kekuatan ekonomi suatu negara lawan atau mitra yang 
sedang melakukan negoisasi dengan negara lainnya. Data yang 
dikumpulkan biasanya berupa data sumber daya alam yang 
dimiliki dan yang tak dimiliki, tentang kelemahan-kelemahan serta 
kekurangan dari proses ekspor-impor, juga berbagai cara untuk 
menutup akses komoditi negara lawan. Intinya segala hal yang 
memperkuat kapabilitas suatu negara.74 
 
 
 
                                                          
73 Ibid, hlm.14 
74 Ibid, hlm. 16 
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3.        Aktivitas Intelijen  
Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Intelijen mengaju 
pada informasi yang relevan bagi formulasi dan implementasi kebijakan 
pemerintah untuk mengejar kepentingan-kepentingan keamanan 
nasionalnya dan untuk menghadapi ancaman dari actual and potential 
adversaries. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh intelijen tidak keluar 
dari seputar pengumpulan data dan analisis data. 
Pengumpulan data yang dilakukan oleh intelijen 
menggunakan cara yang beragam dan kreatif. Cara klasik yang sering 
digunakan adalah dengan menyusupi secara langsung beberapa sumber 
data penting yang diperlukan. Kegiatan secara langsung (fisik) ini biasa 
disebut spionase. Kegiatan spionase juga memanfaatkan sumber-
sumber terbuka seperti media lokal baik itu cetak, radio bahkan siaran 
televisi lokal yang setiap harinya memberitakan perkembangan dalam 
negeri suatu negara. Selain itu adapula cara lain yang ditempuh dengan 
menyuap orang-orang dalam yang berkompeten untuk menggali 
informasi yang akurat sebanyak-banyaknya. Cara yang paling mutakhir 
adalah dengan menggunakan teknologi tinggi dengan dioperatori oleh 
orang-orang yang ahli yaitu penyadapan, dan hacking.  
Kegiatan penyadapan dan hacking ini dilakukan dalam  
lingkup cyber space. Cyber space sendiri dapat dipahami sebagai dunia 
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komunikasi berbasis komputer.75 Ruang ini dimanfaatkan sebagai sarana 
pengumpulan data. Tentunya kegiatan pengumpulan data ini 
membutuhkan teknologi canggih dan jaringan internet yang memadai 
serta orang-orang di baliknya yang kompeten dalam permasalahan 
membongkar kode-kode tertentu untuk mengakses data yang 
dibutuhkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
75 Maskun, 2013, Kejahatan Siber (Cyber Crime), Jakarta: Kencana, hlm. 46 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh informasi dan data yang akurat, yang 
berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian 
penulisan skripsi ini, maka dipilih lokasi penelitian  
a. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 
b.  Perpustakaan Universitas Hasanuddin.  
c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
Dengan melakukan penelitian  pada lokasi tersebut penulis 
memperoleh data dan referensi yang cukup terkait skripsi ini.  
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini penulis mengklarifikasi jenis dan sumber 
data sebagai berikut: 
1. Data primer, data yang diperoleh dari hasil peneliltian secara 
langsung di lapangan (field research), yang dilakukan melalui 
wawancara dengan beberapa sumber yang memiliki kompetensi 
atas objek penelitian yang dibahas, antara lain: 
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 Staff terkait dari Kementerian Luar Negeri Republik 
Indonesia 
2. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh melalui penelitian 
Kepustakaan (library research) dengan mempelajari Buku-buku, 
jurnal-jurnal, situs Internet dan dokumen-dokumen lain yang 
berhubungan  dengan objek penelitian. 
 
C. Teknik pengumpulan Data 
Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan teknik 
pegumpulan data sebagai berikut: 
1. Penelitian kepustakaan (library research) 
Dalam melakukan penelitian ini, dilakukan dengan cara 
mengumpulkan data dari buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan- 
peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian serta data dari 
Kementerian Luar Negeri 
2. Penelitian lapangan (field research) 
penelitian lapangan teknik pengumpulan data secara langsung 
melaui tanya jawab kepada responden yaitu kepala dan birokrasi di 
Kementerian Luar Negeri RI 
. 
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D. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama 
proses penelitian baik itu data primer maupun data skunder, dianalisis 
secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan 
menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya  dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Penyadapan Alat 
Telekomunikasi Presiden Republik Indonesia Oleh 
Pemerintah Australia 
Seperti yang dijelaskan pada bab tinjauan pustaka 
sebelumnya salah satu sumber hukum internasional yang diatur dalam 
statuta Mahkamah Internasional dan diakui oleh para pakar hukum 
internasional adalah perjanjian internasional atau konvensi.76 
Perjanjian Internasional atau konvensi adalah kata sepakat 
antara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai suatu obyek 
atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan 
hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum 
internasional.77 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis ke beberapa 
orang di lingkup Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terkait 
masalah penyadapan alat telekomunikasi Presiden Republik Indonesia 
oleh Pemerintah Australia, semuanya menjawab dengan jawaban yang 
seragam yakni belum ada perjanjian internasional atau konvensi yang 
mengatur secara tegas mengenai penyadapan khususnya penyadapan 
                                                          
76 Lihat BAB II pada skripsi ini 
77 I Wayan Parthiana, op.cit, hlm. 12 
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yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap Presiden Republik 
Indonesia. 
Hal tersebut juga sejalan dengan temuan-temuan penulis 
selama melakukan penelitian kepustakaan. Seperti yang terdapat pada 
Cambridge Journal of International and Comparative Law, dalam salah 
satu tulisan dikatakan bahwa:78  
“The tapping of the Chancellor constitutes espionage in times 
of peace and, as such, does not generally violate public international 
law.” 
Yang dapat diartikan “penyadapan kanselir pada masa damai, 
secara umum tidak mencederai hukum internasional publik”. 
Meskipun tidak ditemukan konvensi internasional yang secara 
tegas mengatur masalah penyadapan. Namun dapat dilakukan 
interpretasi dengan berbagai konvensi lain seperti konvensi Wina 1961 
tentang hubungan diplomatik, konvenan internasional tentang hak sipil 
dan politik 1966. 
Dalam konvensi Wina 1961 tindakan penyadapan yang 
dilakukan pemerintah Australia dapat dikatakan telah mencederai 
beberapa pasal yakni Pasal 3 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 41 
ayat (1) dan ayat (3). 
Pasal 3 konvensi Wina mengatur mengenai fungsi atau tugas 
utusan diplomatik selama berada di negara yang diakreditasikan 
                                                          
78Stefan Talmon, 2013, Tapping the German Chancellor’s Cell Phone and Public International Law, 
Cambridge Journal of International and Comparative Law. 
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kepadanya. Sebelumnya penulis ingin mengutip bunyi Pasal 3 ayat (1) 
konvensi Wina 1961.79 
The functions of a diplomatic mission consist inter alia in :  
(a) representing the sending State in the receiving State;  
(b) protecting in the receiving State the interests of the 
sending State and of its nationals, within the limits 
permitted by international law;  
(c) negotiating with the Government of the receiving State;  
(d) ascertaining by all lawful means conditions and 
developments in the receiving State, and reporting 
thereon to the Government of the sending State;  
(e) promoting friendly relations between the sending State 
and the receiving State, and developing their economic, 
cultural and scientific relations.  
Yang dapat diartikan sebagai berikut: 
Tugas dari perwakilan diplomatik diantaranya: 
a) Mewakili negara pengirim di negara penerima 
b) Melindungi kepentingan negara pengirim dan  
kepentingan warga negaranya di negara penerima 
                                                          
79 Lihat, Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961  
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dalam batas-batas yang diperbolehkan hukum 
internasional 
c) Melakukan perundingan dengan pemerintah negara 
penerima  
d) Memperoleh kepastian dengan semua cara yang sah 
tentang keadaan dan perkembangan negara penerima 
dan melaporkannya kepada pemerintah negara 
pengirim. 
e) Meningkatkan hubungan persahabatan antara negara 
pengirim dan negara penerima serta mengembangkan 
hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu 
pengetahuan. 
Pada Pasal 3 ayat (1) ini dapat dilihat tugas dari utusan 
diplomatik di negara penerima. Terkait masalah penyadapan yang 
dilakukan oleh Australia, penulis fokus pada poin (d) dari Pasal 3 ayat (1) 
konvensi Wina ini. 
Pasal 3 ayat (1) poin d konvensi Wina 1961 menyatakan 
bahwa salah satu tugas perwakilan diplomatik adalah memperoleh 
kepastian dengan semua cara yang sah tentang keadaan dan 
perkembangan negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah 
negara pengirim. Lalu bila dikaitkan dengan kasus penyadapan 
pemerintah Australia, apabila penyadapan tersebut melibatkan wakil 
diplomatik dan kedutaan dari Australia untuk Indonesia. Maka dapat 
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dipastikan Australia telah melanggar Pasal 3 ayat (1) poin d konvensi 
Wina 1961. Dimana penyadapan seperti yang kita ketahui merupakan 
tindakan pengumpulan informasi secara diam-diam atau dengan kata 
lain dilakukan secara  tidak sah. 
Berikutnya Pasal 27 ayat (1) konvensi Wina 1961 yang 
berbunyi “the receiving state shall permit and protect comunication on the 
part of the mission for sll official purposes. In communicating with the 
government and other missions and consulates of the sending states, 
wherever situated, the mission may employ all appropriate means, 
including diplomatic couriers and messages in code and cipher. 
However, the mission may install and use a wireless transmitter only with 
the consent of the receiving state”. Ketentuan ini membawa konsekuensi 
bahwa para pejabat diplomatik dalam menjalankan tugasnya mempunyai 
kebebasan penuh dan dalam kerahasiaan berkomunikasi dengan 
pemerintahnya. Bila dikaitkan dengan penyadapan yang dilakukan oleh 
Australia, tentu kebebasan berkomunikasi tersebut telah dicederai 
karena telah melakukan intersepsi dan mengabaikan ketentuan tersebut.  
Adapun Pasal 41 ayat (1) konvensi Wina 1961 yang berbunyi 
“Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all 
persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and 
regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere 
in the internal affairs of that State”.  yang diartikan “Tanpa mengurangi 
hak istimewa dan kekebalan mereka, itu adalah tugas semua orang yang 
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menikmati hak istimewa dan kekebalan untuk menghormati hukum dan 
peraturan dari negara penerima. Mereka juga memiliki tugas tidak ikut 
campur dalam urusan internal negara tersebut”.  
Kita ketahui bahwa hukum nasional di Indonesia mengatur 
mengenai penyadapan. Hal tersebut tertuang dalam beberapa pasal di 
beberapa undang-undang. Beberapa di antaranya yakni UU ITE Pasal 
31, dan KUHP Pasal 113-115. penulis cukup menguraikan bunyi Pasal 
31 UU ITE yaitu sebagai berikut:80 
1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi 
elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer 
dan/atau sistem elektronik tertentu milik Orang lain. 
2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi 
elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat 
publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem 
elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak 
menyebabkan perubahan apa pun maupun yang 
menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau 
penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 
yang sedang ditransmisikan. 
                                                          
80 Lihat UU 11/2008 
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3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan 
hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau 
institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan 
undang-undang. 
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
Dalam uraian Pasal 31 UU 11/2008 tentang Informatika dan 
Transaksi Elektronik telah jelas dikatakan bahwa penyadapan yang 
dilakukan tanpa hak atau melawan hukum merupakan sebuah tindakan 
yang dilarang dalam UU ini. 
Artinya, secara langsung Australia tidak menghormati hukum 
positif Indonesia dengan melakukan penyadapan secara diam-diam 
melalui kantor kedutaannya. Dan hal ini jelas mencederai Pasal 41 ayat 
(1) konvensi Wina 1961. 
Masih terkait dengan Pasal 41, berikutnya Penyadapan yang 
dilakukan Australia juga mencederai ketentuan ayat (3) pada pasal ini 
yang berbunyi, ”The premises of the mission must not be used in any 
manner incompatible with the functions of the mission as laid down in the 
present Convention or by other rules of general international law or by 
any special agreements in force between the sending and the receiving 
State”. yang dapat diartikan sebagai berikut, “Tempat misi tidak boleh 
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digunakan dengan cara apapun yang tidak sesuai dengan fungsi misi 
sebagaimana tercantum dalam Konvensi ini atau dengan aturan lain dari 
hukum internasional umum atau oleh perjanjian khusus yang berlaku 
antara pengirim dan negara penerima”. 
Fungsi misi yang dimaksud adalah fungsi pada Pasal 3 ayat 
(1) poin d konvensi Wina 1961 ini. Secara garis besar interpretasi dari 
konvensi Wina 1961 terhadap penyadapan yang dilakukan oleh 
pemerintah Australia berkaitan dengan utusan diplomatik masing-masing 
negara. 
Selanjutnya penyadapan tersebut juga dapat mencederai 
prinsip privasi yang tertuang dalam Pasal 17 konvenan internasional 
tentang hak sipil dan politik atau dalam bahasa Inggris International 
Convenant on Civil and Political Rights yang disingkat ICCPR. 
Pasal 17 konvenan ini berbunyi:81  
1) No one shall be subjected to arbitrary or unlawful 
interference with his privacy, family, home or 
correspondence, nor  to unlawful attacks on his honour and 
reputation. 
2) Everyone has the right to the protection of the law against 
such interference or attacks. 
                                                          
81 Lihat International Convenant on Civil and Political Rights 
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inti dari pasal ini adalah perlindungan terhadap privasi dari 
manusia dalam berkeluarga, dan melakukan komunikasi dengan siapa 
saja. Presiden Republik Indonesia dalam kasus ini Susilo Bambang 
Yudhoyono sebagai individu patut dilindungi privasinya. Terkait dengan 
penyadapan yang dilakukan oleh Australia jelas mencederai ketentuan 
dari pasal ini. Di mana hak-hak presiden Republik Indonesia sebagai 
Individu telah dicederai, khususnya hak kebebasan berkomunikasi.  
Indonesia bisa saja berniat untuk mengadili perbuatan 
Australia. Namun hal tersebut sangat sulit untuk dilakukan. Hal ini karena 
antara negara-negara yang sama berdaulat, tidak dapat yang satu duduk 
di kursi hakim mengadili negara lain, sesuai prinsip par in parem non 
habet jurisdictionum yang artinya antara pihak yang sesama rata tidak 
mungkin yang satu mengadili yang lain.82  
Hal serupa juga terjadi bila penyadapan tersebut dijerat 
dengan hukum nasional Indonesia. Australia tentu akan menggunakan 
imunitas negaranya (Sovereign Immunity) dan menyatakan motion to 
desmiss seperti yang dilakukan Republik Indonesia pada kasus gugatan 
Phaneuf v Republik Indonesia dan Dewan Pertahanan  dan Keamanan 
Nasional pada tanggal 19 November 1998.83 
Tidak adanya Konvensi yang tegas mengatur masalah 
penyadapan saat masa damai membuat penyadapan yang dilakukan 
                                                          
82 Sudargo Gautama, 2009, Aneka Perkara Indonesia di Luar Negeri, hlm. 2 
83 Ibid. hlm. 4 
63 
 
oleh Australia dilindungi oleh Lotus-Principle yang berbunyi pursuant to 
which States, by virtue of being sovereign, are free to engage in any 
activities that are not expressly prohibited by international law.84 maksud 
dari prinsip tersebut adalah setiap negara yang berdaulat bebas 
melakukan segala kegiatan yang secara tegas tidak dilarang dalam 
hukum internasional. Karena penyadapan tidak dilarang secara tegas 
oleh hukum internasional maka secara otomatis tidak dapat dimintai 
pertanggung jawaban hukumnya. 
Kebiasaan internasional terkait dengan spionase dan 
penyadapan adalah pemutusan hubungan diplomatik dengan mem-
persona non gratakan pihak lawan atau sekedar menarik kembali 
utusannya. Beberapa kasus spionase yang terus dilakukan, mendorong 
lahirnya Pasal 9 konvensi Wina 1961 mengenai persona non grata. 
Berikut beberapa contoh kasusnya:85 
 1971, Pemerintah Inggris meminta Kedutaan Besar Uni 
Soviet memulangkan 105 orang stafnya akbat dugaan 
spionase. 
 1988, Inggris meminta Israel menarik seorang atase yang 
diduga bekerja sama dengan dinas kerahasiaan Israel. 
                                                          
84 Stefan Talmon, op.cit. 
85 Boer Mauna, op.cit. hlm.534-537 
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 1996, Rusia menuduh Inggris terlibat dalam jaringan 
spionase dan meminta Inggris untuk melakukan penarikan 
terhadap 4 orangnya dari Moskow. 
 2001, Amerika Serikat mengusir 51 orang diplomat Rusia 
dengan alasan spionase 
 2003, 2 orang diplomat senior Iraq diusir dari PBB dengan 
alasan spionase 
Penulis mengutip sebuah doktrin dari Prof. Dr. Stefan 
Talmon86 mengenai kedudukan penyadapan dan hukum internasional. 
dalam tulisannya menanggapi kasus penyadapan telepon seluler milik 
kanselir jerman beliau berkata;87 
“The tapping of cell phones – be it the phone of the Chancellor 
or that of an ordinary citizen – may be an unfriendly act and an act 
unbecoming among ‘friends’, but it is not illegal under international law.” 
Dapat diartikan sebagai berikut 
“Penyadapan telepon selular baik itu telepon seorang kanselir 
atau pun warga biasa, mungkin sebuah tindakan yang tidak bersahabat 
dan sebuah tindakan yang tidak seharusnya dilakukan di antara ‘teman’, 
tapi hal itu tidak ilegal menurut hukum internasional”. 
                                                          
86 Profesor Dr Stefan Talmon adalah Profesor hukum pidana, Hukum Internasional Publik dan 
Hukum Uni Eropa di Bonn University dan Direktur di Institut Hukum Internasional Publik dari 
universitas yang sama. 
87 Stefan Talmon, op.cit. 
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Tapi secara khusus Indonesia dan Australia yang terikat 
dalam Perjanjian Lombok (Lombok Treaty) wajib menaati ketentuan-
ketentuan dalam perjanjian tersebut. Tindakan penyadapan sendiri dapat 
diinterpretasikan telah melanggar ketentuan dari Pasal 2 perjanjian 
lombok. Berikut teks dari Pasal 2 Perjanjian Lombok dalam bahasa 
Indonesia:88 
Dalam hubungannya satu sama lain, para pihak akan 
berpedoman kepada prinsip-prinsip dasar, sejalan dengan piagam 
perserikatan bangsa-bangsa sebagai berikut: 
1) Kesetaraan, saling menguntungkan dan pengakuan 
terhadap kepentingan masing-masing pihak dalam 
stabilitas, keamanan dan kemakmuran dari pihak lainnya. 
2) Saling menghormati dan mendukung kedaulatan, 
integritas teritorial, kesatuan bangsa dan kemerdekaan 
politik setiap pihak, serta tidak campur tangan urusan 
dalam negeri masing-masing. 
3) Para pihak, sejalan dengan hukum nasional dan 
kewajiban internasional mereka, tidak akan dalam bentuk 
apapun, mendukung atau turut serta dalam kegiatan-
kegiatan oleh setiap setiap orang atau lembaga yang 
merupakan ancaman terhadap stabilitas, kedaulatan atau 
intergritas teritorial pihak lain, termasuk oleh mereka yang 
                                                          
88 Perjanjian Lombok (Lombok Treaty) 
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berupaya untuk menggunakan wilayahnya untuk 
mendorong atau melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, 
termasuk separatisme di wilayah pihak lainnya  
4) Para pihak sepakat, sejalan dengan Piagam Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, untuk menyelesaikan setiap perselisihan 
yang mungkin timbul di antara mereka dengan cara-cara 
damai dengan sedimikian rupa sehingga tidak 
membahayakan perdamaian, keamanan dan keadilan 
dunia. 
5) Para pihak wajib menahan diri untuk melakukan ancaman 
atau menggunakan kekerasan yang menentang integritas 
teritorial atau kemerdekaan politik pihak lainnya, sesuai 
dengan Piagam PBB. 
6) Tidak ada dari perjanjian ini yang mempengaruhi, dalam 
bentuk apapun hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap 
pihak berdasarkan hukum internasional. 
Dari pasal tersebut dapat diinterpretasikan Australia telah 
mencederai ketentuan ayat (1),(2) dan (3). Karena kegiatan penyadapan 
yang dilakukan dapat diduga dapat membahayakan stabilitas nasional 
negara Republik Indonesia dan dianggap mencampuri urusan dalam 
negeri Indonesia serta telah melanggar hukum nasional yang berlaku di 
Indonesia. 
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Meski demikian dalam ayat (6) pasal ini juga ditegaskan 
bahwa “Tidak ada dari perjanjian ini yang mempengaruhi, dalam bentuk 
apapun hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap pihak berdasarkan 
hukum internasional”. Hal tersebut membuat Australia berhak 
menyatakan tidak tunduk pada ketentuan hukum nasional di Indonesia 
dengan imuntas negaranya (Sovereign Immunity). 
Jadi, dapat dikatakan penyadapan alat telekomunikasi 
Presiden Republik Indonesia oleh Pemerintah Australia tidak ilegal 
menurut hukum internasional secara umum.  Tapi secara khusus 
tindakan penyadapan tersebut telah mencederai ketentuan dalam 
perjanjian lombok. Terlebih hal itu merupakan sebuah tindakan yang 
tidak sepantasnya dilakukan negara sahabat apa lagi negara yang 
bertetangga.   
Kasus serupa mengenai penyadapan yang dilakukan Australia 
kepada Presiden Republik Indonesia juga dialami oleh Kanselir Jerman, 
Angela Merkel. Di mana alat komunikasi Merkel disadap oleh Amerika 
Serikat. Adapun respon dari pemerintah Jerman terhadap perbuatan 
yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah pemerintah Jerman 
melakukan kritik tajam dan protes diplomatik yang cukup keras dengan 
cara memanggil Duta Besar Amerika Serikat John B. Emerson di Berlin 
untuk memberi keterangan, tidak hanya sampai di situ pemerintah 
Jerman bersama dengan pemerintah Brasil juga membawa kasus ini 
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sampai tingkat PBB dengan mengusulkan pembuatan draf resolusi 
Majelis Umum PBB tentang pembatasan spionase.89 
Kasus tersebut semakin menguatkan pandangan penulis 
tentang tidak adanya aturan jelas yang berlaku mengenai penyadapan. 
Hal tersebut terlihat dari respon pemerintah Jerman terhadap isu 
penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan melakukan 
penyelesaian melalui jalur diplomatik serta pengajuan draf resolusi 
Majelis Umum PBB tentang pembatasan spionase agar kedepan tidak 
ada lagi ketidakjelasan dalam penyelesaian masalah penyadapan, 
Penulis juga memahami bahwa penyadapan tentunya 
dilakukan oleh setiap negara dengan berbagai kepentingan baik itu demi 
kepentingan keamanan, ekonomi maupun politik. Tidak mungkin suatu 
negara yang berdaulat dengan aneka kepentingan tidak melakukan 
kegiatan intelijen90. Hal ini juga terkait dengan pandangan politik global 
yang menganut aliran Realism, di mana tidak adanya pemimpin dunia 
menyebabkan timbulnya pandangan skeptis dan pesimis dalam 
hubungan internasional. Pada akhirnya perkataan lama masih berlaku, 
“you spy, I spy, we all spy!”.  
 
                                                          
89 Lisbet Sihombing, 2009, Info Singkat: Sikap Indonesia Terhadap Isu Penyadapan Amerika 
Serikat dan Australia, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat 
Jenderal DPR RI, hlm. 6. 
90 Lihat Aktivitas Intelijen pada Bab II 
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B. Dampak Penyadapan Terhadap Hubungan Diplomatik 
Indonesia-Australia 
Indonesia dan Australia memiliki hubungan bilateral yang erat, 
terutama melalui kerjasama pembangunan. Karena letak geografis yang 
berdekatan dan keinginan yang sama untuk mewujudkan kawasan yang 
damai, stabil dan makmur, kedua negara telah bekerja sama dalam 
bidang terkait dengan masalah lingkungan hidup termasuk bencana 
alam, dan ancaman-ancaman kejahatan serta kesehatan lintas negara.91 
Bahkan menurut Julie Bishop92 hubungan bilateral kedua 
negara dipandang sangat penting. Dia juga mengatakan bahwa ada 22 
departemen Pemerintah Australia dan badan-badan yang terlibat dalam 
60 proyek besar yang terkait dengan kepentingan Indonesia. Kerjasama 
yang dimaksud di  antaranya bidang pendidikan, perdagangan, 
pertanian, lingkungan hidup , kerjasama penelitian ilmiah, AFP 
(kepolisian), pertahanan.93 
Meski demikian hubungan bilateral kedua negara tidak selalu 
berjalan harmonis. Telah banyak kasus yang membuat hubungan kedua 
negara menjadi buruk seperti kasus pengusiran para pencari suaka ke 
indonesia, kasus intervensi dalam masalah Ambalat, Timor Leste dan 
Papua. Isu  baru yang memperburuk hubungan harmonis kedua negara 
                                                          
91 AusAID, 2008, Strategi Kerjasama Pembangunan Australia Indonesia 2008-13, New Millenium 
Print: Canberra 
92 Julie Bishop adalah Menteri Luar Negeri Australia. 
93 Lihat http://international.sindonews.com/read/2013/11/25/40/809658/hubungan-dengan-ri-
retak-australia-pertaruhkan-22-kerjasama 
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adalah kasus penyadapan alat telekomunikasi Presiden Republik 
Indonesia oleh Pemerintah Australia melalui badan inlijennya. 
Isu ini diketahui ketika Edward Snowden, seorang mantan 
agen NSA (National Security Agency) membocorkan dokumen terkait 
kegiatan penyadapan yang dilakukan Pemerintah Amerika Serikat dan 
sekutunya termasuk Australia. Dalam dokumen tersebut Australia 
dituding telah melakukan penyadapan kepada Presiden Republik 
Indonesia, Ibu Ani Yudhoyono dan beberapa pejabat senior.94 
Penyadapan tersebut tentunya langsung direspon oleh 
Presiden Republik Indonesia. Respon inilah yang menjadi buah atau 
dampak dari tindakan yang dilakukan Pemerintah Australia.  
Dampak yang paling jelas terlihat adalah penarikan kembali 
duta besar Indonesia untuk Australia dari Canberra95. Hal ini 
menunjukkan berkurangnya kepercayaan Indonesia terhadap 
Pemerintah Australia. Dalam praktik hubungan internasional penarikan 
duta besar negara pengirim dari negara penerima merupakan sebuah 
sinyal keras. Karena hal tersebut menimbulkan opsi atau dugaan 
putusnya hubungan kedua negara. Namun menurut ibu Fathonah96 
maksud sebenarnya dari penarikan tersebut lebih sebagai teguran keras 
kepada pemerintah Australia. 
                                                          
94 Majalah Mingguan Tempo, edisi 2-8 Desember 2013. 
95 Gregorius Sri, Penyadapan dan Pasang Surut RI-Australia, Kompas edisi 21 Nopember 2013 
96 Sekertaris Dir. Astimpas Kementerian Luar Negeri RI dalam wawancara di kantor Kementerian 
Luar Negeri RI, tanggal 25 April 2014. 
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Dampak lain dari isu penyadapan ini adalah dihentikannya 
sementara  kerjasama di bidang intelijen dan militer termasuk mengenai 
para pencari suaka. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden 
Republik Indonesia dalam pernyataannya di istana negara pada hari 
rabu tanggal 20 November 2013 silam.97 
Presiden Republik Indonesia juga telah mengirimkan surat 
resmi kepada Pemerintah Australia dengan tujuan mendapatkan 
kepastian mengenai isu penyadapan yang dilakukan oleh Pemerintah 
Australia. Lalu Pemerintah Australia segera membalas surat tersebut. 
Dalam pidato Presiden Republik Indonesia tanggal 26 November 2013, 
beliau menyampaikan jawaban dari Pemerintah Australia:98 
Dari isi pidato Presiden dapat dilihat bahwa terdapat enam 
langkah penyelesaian masalah penyadapan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Australia. Yang dapat diringkas sebagai berikut: 
1. Menugasi Menteri Luar Negeri atau utusan khusus untuk 
membicarakan secara mendalam, serius termasuk isu-isu 
yang sensitif berkaitan dengan hubungan Indonesia-
Australia pasca penyadapan. Bagi saya ini merupakan 
prasyarat dan sekaligus steping stonebagi perumusan 
protokol dan kode etik kerjasama bilateral yang saya 
                                                          
97 Lihat 
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_sbyaustraliahalt.shtml 
98 Isi pidato Presiden RI pada tanggal 26 November 2013 
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usulkan, dan sudah disetujui oleh Perdana Menteri 
Australia.; 
2. setelah terjadi kesepahaman, dan muncul agreement dari 
kedua belah pihak, ditindaklanjuti dengan pembahasan 
protokol dan kode etik secara lengkap dan mendalam.; 
3. memeriksa sendiri draft protokol dan kode etik itu apakah 
sudah memadai dan menjawab keinginan Indonesia 
pasca penyadapan yang lalu.; 
4. setelah protokol dan kode etik itu selesai dipersiapkan, 
pengesahannya dapat dilakukan dihadapan para 
pemimpin pemerintahan, yang dihadiri baik Presiden 
maupun Perdana Menteri Australia. 
5. tugas kedua negara selanjutnya adalah membuktikan 
bahwa protokol dan kode etik itu sungguh dipenuhi dan 
dijalankan. Oleh karena itu tentu diperlukan waktu untuk 
observasi dan evaluasi. ; 
6. langkah terakhir dari apa yang akan kita kita lakukan ke 
depan, paling tidak setelah kedua negara, utamanya 
Indonesia memiliki kembali kepercayaan atau trust dan 
kemudian protokol serta kode etik itu benar-benar 
dijalankan maka dipandang bahwa kerjasama bilateral 
yang nyata-nyata membawa manfaat bersama dapat 
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dilanjutkan, termasuk kerjasama militer dan kepolisian 
kedua negara. 
dari enam langkah tersebut penulis menganggap tidak hanya 
dampak negatif yang ditimbulkan isu penyadapan ini namun adapula 
dampak positifnya yakni mendorong kedua negara yaitu Indonesia dan 
Australia untuk menyusun kode etik bersama dalam melakukan 
hubungan internasional yang lebih menjamin kepastian hukum dari 
segala tindakan di luar dari kode etik tersebut. 
Penulis juga menggaris bawahi poin keenam yang isinya 
menyatakan bahwa hubungan bilateral kedua negara nyata-nyata 
membawa manfaat bersama. Hal ini menggambarkan jika isu 
penyadapan ini tidak dapat diselesaikan maka jelas akan timbul kerugian 
bagi kedua negara. 
Yang paling merasakan kerugian menurut penulis adalah 
Australia. Hal tersebut didasari oleh kepentingan Australia untuk 
mengatasi para pencari suaka, counter terrorism, dan terlebih Indonesia 
merupakan pasar utama peternak sapi Australia. Meski demikian jelas 
putusnya hubungan bilateral kedua negara akan berdampak buruk bagi 
kedua negara. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian penulis terhadap Penyadapan Alat 
Telekomunikasi Presiden Republik Indonesia oleh Pemerintah Australia 
Ditinjau dari Hukum Internasional, penulis menarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Secara umum hukum internasional memandang tindakan 
penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia tidak 
ilegal. Tapi secara khusus tindakan penyadapan tersebut 
telah mencederai ketentuan dalam Perjanjian Lombok. 
Terlebih hal itu merupakan sebuah tindakan yang tidak 
sepantasnya dilakukan negara sahabat apa lagi negara 
yang bertetangga, “an unfriendly act and an act 
unbecoming among ‘friends’.”  
2. Adapun dampak yang ditimbulkan dari penyadapan 
tersebut adalah berkurangnya rasa percaya Pemerintah 
Indonesia kepada Pemerintah Australia, dihentikannya 
sementara kerjasama di bidang intelijen dan militer hingga 
penyelesaian permasalahan penyadapan ini jelas. tidak 
hanya dampak negatif yang ditimbulkan isu penyadapan 
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ini namun adapula dampak positifnya yakni mendorong 
kedua negara yaitu Indonesia dan Australia untuk 
menyusun kode etik bersama dalam melakukan hubungan 
internasional yang lebih menjamin kepastian hukum dari 
segala tindakan di luar dari kode etik tersebut. 
 
B. Saran 
Berdasarkan pembahasan yang telah dikaji, penulis 
memberikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Bahwa seharusnya dunia internasional khususnya 
Indonesia mendukung lahirnya aturan tegas mengenai 
pembatasan penyadapan. Agar isu penyadapan tidak lagi 
menjadi isu yang kontroversial. Mendukung Jerman dan 
Brazil dalam penyusunan draf Resolusi Pembatasan 
Spionase yang akan diajukan ke Majelis Umum PBB. Atau 
menyusun kode etik yang dapat memperjelas tata cara 
berhubungan antara Indonesia-Australia serta 
implementasi dan pengawasan terhadap kode etik 
tersebut; 
2. Bahwa seharusnya Australia atau negara-negara 
manapun yang sedang menjalin suatu hubungan bilateral 
tidak melakukan tindakan yang berlebihan sehingga tidak 
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timbul ketersinggungan antar pihak dalam praktik 
hubungan internasional yang berdampak buruk bagi 
kehidupan internasional khususnya dalam mewujudkan 
perdamaian dunia. 
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